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MOTTO

"If you look at what you have in life, you’ll always have
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“When nobody believes me, stay calm, and keep believing I can do.”
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Secara konseptual Anak berhadapan dengan hukum adalah anak

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,

dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak-anak tersebut berusia

di bawah 18 tahun. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,

diperjelas, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk

korban, pelaku, dan saksi.1

Ada tiga golongan anak yang berhadapan dengan hukum,  yang

dapat dijadikan contoh misalnya: Anak yang berkonflik dengan hukum

sebagai pelaku  tindak pidana Tiga pelajar, yakni Rio Santoso (15),

Ikhwan (16), dan M Febriyansah (14) membunuh temannya Chaerul (16)

pelajar SMK Mercusuar dengan cara menggorok lehernya. Alasannya,

ketiganya sakit hati karena korban memaki mereka Tiga pelajar nekat

mencekik dan menggorok leher teman mainnya hingga tewas. Kemudian

mengambil handphone dan sepeda motor korban Chaerul. Berbekal

1Mulia Astuti, Kebijakan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (Jakarta: P3KS press
2013), hlm. 46.
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pisau, korban dianiaya hingga tewas di depan Pasar Modern, Perumahan

Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur.2

Anak sebagai saksi tindak pidana, Fajrina Khairiza (Arin). Arin

menjadi saksi tindak pidana yang dilakukan oleh AQJ dikarnakan ia

bersama AQJ sebelum terjadinya kecelakaan di tol Jagorawi, Ahad, 8

September 2013. Kecelakaan ini menewaskan tujuh orang dan melukai

delapan orang lainnya.3

Dalam hal anak sebagi korban tindak pidana dapat dijadikan

contoh, gadis berinisial J dari Purwekorto. Gadis kelahiran Cilacap 1

September 1997 ini menurut pengakuan ibunya telah dijual teman

sebayanya kepada pelaku trafficking bernama Edward Hosea. Saat itu

anak saya dibawa teman sekolahnya ke sebuah hotel di Purwekerto

kemudian dijual ke pelaku trafficking. Pelaku ada lima orang yaitu satu

yang membeli, dua menjual, yang lainnya memperkosa. Teman yang

membawanya itu mendapatkan uang Rp. 800.000,4

Dewasa ini banyak ditemukan kasus-kasus yang dilakukan anak-

anak sehingga mereka harus berhadapan dengan proses peradilan pidana,

baik sebagai pelaku tindak pidana maupun yang turut serta melakukan

tindak pidana yang tentunya sudah bukan merupakan hal yang baru

2 Sindo” AB H” http://metro.sindonews.com/read/910049/31/bocah-bau-kencur-lakukan-
kejahatan-sadis-1412870345 diunduh pada 13 februari 2016.

3 M Andi perdana”saksi anak”
https://metro.tempo.co/read/news/2013/09/19/064514866/pacar-dul-akan-diperiksa-dan-
didampingi-orang-tua di unduh pada 13 februari 2016.

4Liputan6”Korban Tracffiking” http://health.liputan6.com/read/782619/trauma-gadis-j-
korban-traffickingyang-selalu-ingin-bunuh-diri di unduh pada 13 februari 2016.
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terjadi. Banyak tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak atau remaja

menurut pengaduan KPAI, kasus anak berhadapan dengan hukum

menempati posisi tertinggi. Hingga April 2015, ada 6.006 kasus anak

berhadapan dengan hukum. Masalah pengasuhan mencapai 3.160 kasus,

pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza 1.366 kasus dan

cybercrime atau pornografi mencapai 1.032 kasus.5

Tentunya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah

disahkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, yaitu: UU No. 23

Th 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

berkualitas berahlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan

Anak). Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang

sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu

perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak

yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH melibatkan anak dalam

proses hukum, melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal)

berdasarkan UU No. 3 Th 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal yang tak

terelakkan bagi keterlibatan anak sebagai pelaku adalah terjadinya

penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan yang

5 Metronews,” kasus anak yang berhadapan  dengan hokum”
http://news.metrotvnews.com/read/2015/07/22/149693/kpai-ada-6-006-kasus-anak-berhadapan-
dengan-hukum diakses pada 12 januari 2016.
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mengakibatkan trauma dan berpengaruh buruk terhadap masa depan

anak.6

Dalam penyelesaian perkara anak maka dilakukan adanya sebuah

sistem peradilan pidana anak diantaranya tentang penggunaan sistem

diversi dalam penyelesaian perkara anak. Diversi adalah pengalihan

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

peradilan pidana.7 Diversi merupakan suatu proses pendekatan/

penyelesaian perkara pidana anak dari proses formal menjadi non-formal.

Disamping itu, adanya Undang-undang yang  menegaskan asas-asas

penyelesaian perkara pidana anak, merinci hak-hak anak pelaku, dan

mengupayakan secara efektif dalam memberi bimbingan dan binaan bagi

anak setelah diputus bersalah oleh Pengadilan.8

Dalam surat keputusan bersama tentang penanganan anak yang

berhadapan dengan hukum, Pasal 10  Pelaksanaan tugas dan kewenangan

Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang

Berhadapan dengan Hukum diantaranya menyiapkan Pekerja sosial

dalam pelayanan masalah sosial anak berhadapan dengan hukum9

6Kla,”Anak Berhadapan dengan Hukum” http://www.kla.or.id anak-berhadapan-hukum
diakses pada hari rabu 12 januari 2016.

7 Undang-undang nomer 11 tahun 2012 ayat 1 pasal 7 tentang peradilan pidana anak.
8 Anjar Nawa,” konsep disversi dan restorstive justice”

https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/ diakses pada 9
januari 2016.

9 Surat keputusan MA, Jaksa Agung, Kepolisian, mentri hukum dan Ham, mentri Sosial,
mentri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak “penanganan anak berhadapan dengan
hokum” tahun 2009
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Dalam studi  literatur yang telah penulis lakukan, pekerja sosial

yang menangani masalah-masalah hukum dan sistim hukum disebut

pekerja sosial forensic (forensic social worker) istilah ini belum populer

di Indonesia demikian pula dengan literatur nyaris tidak ada. Oleh karena

itu peneliti tertarik dengan pekerja sosial forensic dengan fokus

kajian”pekerja social forensic pada studi kasus peran pekerja sosial

dalam proses diversi pada sistem peradilan anak di kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan:

1. Bagaimana peran pekerja sosial pada proses diversi dalam sistem

peradilan anak di kabupaten Sleman?

2. Bagaimana peran pekerja sosial tersebut dilihat dalam perspektif

forensic social worker?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui peran pekerja sosial pada diversi dalam sistem peradilan

anak di Kabupaten Sleman.

Mengetahui peran pekerja sosial pada proses diversi dalam perspektif

forensic social worker
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2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi, pertimbangan

dan masukkan dalam kajian pekerja sosial forensic khususnya

tentang peran pekerja social dalam diversi yang berkaitan dengan

sistem peradilan anak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang

pemikiran bagi para pengkaji dan praktisi pekerja sosial dalam

menjalankan tugasnya. Pemerintah setempat dalam kaitannya

publikasi peran profesi pekerja sosial dalam instansi pemerintah

maupun lembaga diharapkan dapat sesuai dengan bidang keahlian

pekerja sosial.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran penulis di berbagai sumber telah ada

beberapa penelitian yang terkait dengan diversi. Penelitian tersebut

mengkaji diversi  dengan menggunakan aspek legal, seperti penelitian

tentang diversi Made Ayu Citra Maya10 dan Dr. I Made Sepud,SH.MH11

membahas kebijakan legislatif tentang perlindungan terhadap anak

berhadapan dengan hukum secara hukum diatur oleh diversi.

10 Made Ayu Citra Maya Sar, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi,
thesis,(Denpasar: Fakultas  Hukum,Universitas Udayana,2012).

11 I Made Sepud,”perlindungan hokum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui
diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia”
http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=sistem+peradilan+anak+d
iversi&button=Search+Document (Denpasar:fakultas hokum,universitas Warmadewa, 2013).
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Penelitian oleh Desak Made Adnyaswari Sudewa dan Putu Tuni

Cakabawa 12, Sri Rahayu13 penelitian mereka mengkaji diversi dengan

membahas penyelesaian perkara pidana anak diluar peradilan formal.

PeneIitian yang dilakukan I G AA Apshari Pinatih dan Rai Setiabudi14,

Rahmaeni Zebua15, ACH Alif Suhaimi 16 penelitian tersebut mengkaji

konsep diversi yang terfokus pada undang –undang.

Dari beberapa penelitian diatas sebagian besar penelitian tentang

diversi belum ada penelitian yang membahas diversi dari segi peran

pekerja social padahal dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang

sistem peradilan pidana anak memaparkan pentingnya peran pekerja

sosial dalam proses diversi.

12 Desak Made Adnyaswari Sudewa dkk,”Proses diversi dalam sistem peradilan pidana
anak sebagai upaya pembinaan anak yang melakukan tindak pidana”
http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=sistem+peradilan+anak+d
iversi&button=Search+Document (Denpasar: fakultas hukum, universitas Udayana).

13 Sri Rahayu”Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang
dilakukan anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak”
http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=sistem+peradilan+anak+d
iversi&button=Search+Document diunduh pada 20 Desember 2015

14 IGAA Apshari Pinatih dan Rai Setiabudi”Diversi terhadap anak yang berhadapan
dengan hokum dalam system peradilan pidana anak”
http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=sistem+peradilan+anak+d
iversi&button=Search+Document (Denpasar: fakultas hukum, universitas Udayana).

15 Rahmaeni Zebua”analisis diversi dan restorative justice dalam undang-undang no 11
tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak” skripsi (Medan: fakultas hokum universitas
Sumatra Utara, 2014).

16 ACH Alif Suhaimin”Analisis yuridis ketentuan diversi dalam undang-undang no 11
tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak” Skripsi (Malang:fakultas hokum, universitas
Brawijaya, 2013.
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E. Kerangka Teori

1. Konsep forensic social worker

a. Definisi forensic social worker

Menurut literatur, pekerja social yang menanangi masalah-

masalah hukum disebut pekerja sosial forensik. Pekerjaan sosial

forensik didefinisikan sebagai pekerja social yang berkaitan

dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum dan

sistem hukum. Berdasarkan definisi ini, pekerjaan sosial forensik

berkaitan dengan berbagai jenis litigasi baik pidana maupun

perdata, termasuk masalah hak asuh anak, penelantaran anak,

pelecehan seksual, anak atau remaja berhadapan dengan hukum,

kriminalitas, koreksional17. pekerjaan sosial forensik berfokus pada

sistem peradilan hukum. Mengawasi pelaku kriminal dan korban-

korban mereka merupakan tantangan besar bagi para anggota

bidang hukum dan sistem pekerja sosial. Dengan demikian,

pekerjaan sosial forensik  harus  bisa memastikan bahwa klien

mereka menerima perawatan yang tepat, bantuan, dan dorongan

dalam proses hukum.18

b. Fungsi Forensic social worker

Menurut Robert Barker dan Douglas Barson dalam

bukunya Forensic Social Work Legal Aspects of Professional

17 nofsw.org”Forensic social work”, http://nofsw.org/?page_id=10 di unduh pada tanggal
18 februari 2016.

18 psychology school”Social work carees” www.psychologyschoolguide.net di unduh
pada 18 februari 2016.
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Practice, pekerja sosial forensik memenuhi setidaknya sepuluh

fungsi utama.19

Pertama, pekerja sosial bersaksi di pengadilan sebagai saksi

ahli. Dalam pekerjaan ini, pekerja menyampaikan informasi secara

umum tentang kondisi klien, menyampaikan informasi mengenai

apa yang dibutuhkan oleh klien. Misalnya, pekerja mengungkapkan

apa yang biasanya terjadi pada kepribadian anak-anak atau istri

yang mengalami pelecehan. Kesaksian ahli juga diberikan kepada

legislatif dan anggota parlemen sehingga mereka dapat

memutuskan apakah memerlukan undang-undang baru atau tidak.20

Kedua, pekerja sosial forensik secara  sistematis

mengevaluasi individu sehingga informasi yang dihasilkan dapat

disajikan di pengadilan atau otoritas hukum. Evaluasi ini dilakukan

untuk menjawab banyak pertanyaan bahwa pengadilan perlu tahu,

seperti berikut: cara apa yang digunakan terdakwa untuk merusak

psikologis dan sosial? Kenapa orang ini berlaku seperti itu?

Apakah orang ini bertanggung jawab atas tindakannya? Apa yang

terjadi dengan latar belakang sehingga dapat membantu

menjelaskan perilakunya saat ini? Apakah permasalahan ini layak

untuk disidangkan?21

19Robert Barker L dan Dounglas M Barson, Forensic Social Worker Legal Aspects of
Profesional Practice, (New York:Routledge,2013) hlm 15-17.

20 Ibid.,Hlm.15.

21 Ibid., Hlm. 15.
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Ketiga, pekerja sosial forensik menyelidiki kasus dimana

tindak pidana telah terjadi dan mempresentasikan hasil

penyelidikan untuk hakim, dan otoritas hukum lainnya. Misalnya

pekerja memberi kesaksian tentang kunjungan ke rumah keluarga

yang anaknya telah dilecehkan secara fisik dan seksual.22

Keempat, pekerja sosial forensik memberikan rekomendasi

kepada pengadilan hukum dan otoritas hukum lainnya tentang cara-

cara untuk mengatasi, menghukum, atau merehabilitasi mereka

yang terbukti bersalah melakukan kejahatan atau kelalaian dalam

tindakan sipil. Sebagai contoh, setelah mengevaluasi terdakwa

untuk melihat bagaimana kemampuan terdakwa terhadap berbagai

hukuman yang akan dijalaninya, pekerja menggambarkan

pelayanan masyarakat yang diperlukan yang dapat dipenuhi oleh

terdakwa yang akan berguna dalam rehabilitasi.23

Kelima, pekerja sosial forensik dapat memfasilitasi  perintah

pengadilan untuk menjatuhi hukuman kepada narapidana. Hal ini

terjadi dengan memberikan pengobatan atau saran kepada orang

untuk mereka. Contohnya pekerja sosial secara nyata melakukan

pengawasan terhadap terpidana karena ia melakukan hukuman,

22 Ibid., Hlm. 15.
23 Ibid., Hlm. 16.
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atau memberi masukan kepada pengadilan untuk menjatuhi

hukuman dan bagaimana menangani orang tersebut.24

Keenam, pekerja sosial forensik menengahi atau mediasi

antara perorangan dan kelompok yang membutuhkan dalam sebuah

perselisihan atau konflik yang sebaiknya membutuhkan campur

tangan dalam ruang pengadilan.25

Ketujuh, pekerja sosial forensik bersaksi tentang standar

profesi dari pekerjaan sosial untuk memfasilitasi kasus-kasus dari

kemungkinan malpraktek atau tingkah laku yang tak pantas.

pekerja sosial  mendeskripsikan spesifik dasar dari kode etik kerja

dan standar ahli lainnya. Pekerja sosial juga menggambarkan

prosedur tentang praktek-praktek tertentu untuk penanganan klien

yang efektif dan efisien.26

Kedelapan, pekerja sosial forensik memberikan perhatian

penuh  untuk mendidik rekan-rekan mereka tentang praktek kerja

sosial. Mereka memberikan konsultasi kepada lembaga dan

individu tentang bagaimana untuk memberikan layanan profesional

dalam hukum dengan resiko kewajiban.27

Kesembilan, pekerja sosial forensik melakukan

pengembangan dan penegakan hukum perizinan untuk mengatur

24 Ibid., Hlm.16.
25 Ibid., Hlm. 16.
26 Ibid., hlm. 17.
27 Ibid., hlm. 17.
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praktek kerja sosial profesional. Mereka membantu

mengembangkan hukum-hukum ini, mendidik masyarakat dan

profesi tentang mereka, dan membantu memastikan bahwa mereka

terus memenuhi kebutuhan masyarakat, klien, dan anggota

profesi.28

Kesepuluh, dan paling penting, pekerja sosial forensik

menjaga dengan hubungan klien mereka sendiri dengan

menjunjung kepercayaan dan prinsip-prinsip etika mereka. Dalam

hal ini setidaknya, setiap pekerja sosial secara etis dan kompeten

melakukan tugas sebagai pekerja sosial forensik.29

c. Tugas Dasar Forensic Social Worker

Menurut Gary Behrman tugas dasar Forensic Social Work

ada 9 dasar yaitu:

Pertama, Penerimaan tugas ini melibatkan membangun

hubungan, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan

yang aman secara psikologis di mana untuk menyelesaikan tugas-

tugas lainnya. Pekerja sosial berkomunikasi kepada orang lain

bahwa pekerja sosial bersedia secara sosial dan emosional akan

melakukan tanggung jawabnya dengan kesepakatan, menghargai

keberagaman, dan kompetensi profesional. Klien dan masyarakat

harus bersedia mempercayai pekerja sosial dalam upaya

28 Ibid., hlm. 17.
29 Ibid., hlm. 17.
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keterlibatannya. Penerimaan dapat dicapai melalui perkenalan,

story telling, atau ekspresi dari perhatian dan kepedulian untuk

klien dan masyarakat.30

Kedua Refleksi, tujuan dari tugas ini, pekerja sosial

bersama dengan klien dan masyarakat, adalah untuk merefleksikan

prinsip-prinsip pokok yang akan membentuk proses pembangunan

kembali dengan melihat bagaimanakah keadaan kesehatan klien

dan konsepsi masyarakat dari trauma? Bagaimanakah kehidupan

remaja yang menyangkut nilai- nilai keluarga, agama, dan

budaya yang penting bagi mereka? Bagaimana keyakinan ini

membentuk perilaku dan hubungan sebelum peristiwa traumatik

terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menetapkan perumusan

tujuan dan tugas. Idealnya, mereka akan membangun komunitas

identifikasi dan hubungan yang tulus antara pekerja sosial dan

klien dan masyarakat.31

Ketiga Framing atau Pembingkaian, tugas ini membingkai

peristiwa traumatis dalam arti penuh yang masuk akal untuk

individu dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa

yang terjadi dan sedang terjadi dalam hidup mereka sehingga

meminimalisir informasi yang menyimpang tentang peristiwa

traumatis dan fakta-fakta seputar peristiwa dapat dikomunikasikan

30Gery Behrman, Hand Book of Mental Healty with Victims add offenders Asessment,
Treatment,and Research (new york: seplingeer publishing compay,2007),hlm.565.

31 Ibid.,hlm.565.
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dengan jelas. Hal ini akan meminimalisir risiko yang terjadi dalam

masyarakat. Tugas ini dilakukan dengan menceritakan kisah

tentang apa yang terjadi dan dapat difasilitasi dengan pertanyaan-

pertanyaan ini: Bagaimana peristiwa traumatik terjadi? Siapa yang

terlibat? Di mana dan kapan itu terjadi? Praktisi harus menahan diri

selama tugas ini dari mengajukan pertanyaan tentang mengapa

peristiwa itu terjadi.32

Keempat Educating, mendidik. Dalam konteks model ini,

mendidik adalah memberikan pengetahuan yang akan membantu

memulihkan kesehatan individu dan komunitas mereka. Mendidik

oleh praktisi memfasilitasi klien dalam pemulihan dengan

memberikan edukasi  strategi menghadapi setres33

Kelima Grieving, berduka. Trauma menciptakan rasa

kerugian yang besar, sehingga turut merasakan apa yang terjadi

dengan klien dan masyarakat adalah tugas yang sangat berharga.

Tugas ini membahas berbagai cara berduka yang secara budaya,

agama, dan jenis kelamin dan usia.34

Keenam Amplifying, memperkuat seseorang dengan

pengalaman emosional dan kognitif kelompok dari trauma untuk

menciptakan elemen dari pengalaman traumatis di lingkungan

yang aman untuk memfasilitasi ekspresi dari pikiran dan perasaan

32 Ibid.,Hlm.566.
33 Ibid.,Hlm.566.
34 Ibid.,Hlm.567.
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tentang hal itu. Menguatkan membutuhkan praktisi yang

berkompeten dalam menangani traumatik.35

Ketujuh Intergrating, dalam tugas ini pekerja sosial

membantu klien membaur dalam traumatik mereka dengan

mengintegrasikan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang

akhirnya timbul setelah peristiwa traumatik”Bagaimana trauma ini

terhubung ke kehidupan  secara keseluruhan?” Bagi orang-orang

yang mengalami peristiwa traumatik harus yakin bahwa trauma

tidak akan mengganggu kesehatan mereka. Kita sering

mendengar,” Jangan berpikir tentang hal itu, lupa bahwa itu pernah

terjadi, dan melanjutkan hidup Anda!” Ini saran yang tulus

merupakan upaya untuk kotakkan pengalaman untuk

mengintegrasikan36.

Kedelapan Empowering, memberdayakan yang melibatkan

identifikasi, memungkinkan tugas ini berjalan dengan efisien dan

efektif yang akan memudahkan pemeliharaan dan peningkatan

kesehatan setelah trauma. Hal ini juga melibatkan perencana untuk

mendapatkan sumber daya yang diperlukan dalam menyelesaikan

tugas ini, memutuskan metode penyelesaian tugas, dan

mempertimbangkan hambatan yang dapat mengganggu

pencapaian tugas. Salah satu pendekatan untuk memfasilitasi

pemberdayaan adalah: diri, situasi, strategi, dukungan. sumber apa

35 Ibid.,Hlm.569.

36 Ibid.,Hlm.570.



16

yang ada dalam diri? Bagaimana situasinya ? Apakah ada sumber

daya yang penting, seperti kurangnya penghasilan yang memadai?

Apa yang sekarang  butuhkan? Apa prioritasnya? Apa yang paling

penting bagi Anda dalam mendapatkan kembali atau

mempertahankan kesehatan? Sangat penting bahwa kebutuhan

mendesak individu dan masyarakat ditangani secara langsung.

Tugas masyarakat dapat diidentifikasi dan direncanakan dengan

semua peserta bersama-sama. 37

Kesembilan Terminating dan pevisting, mengakhiri dan

menyingkapi. Tujuan dari terminating adalah untuk meringkas apa

yang telah dibahas dan apa yang telah dipelajari. Perhatian

diberikan kepada apa yang baru saja dibuat bersama-sama dan

bagaimana pengalaman ini telah membantu. Tujuan utama adalah

untuk menandai transisi dari pengalaman terstruktur. Perawatan

diri dan orang lain ditekankan, dan berbagi yang terjadi dalam

kelompok dapat dilakukan di luar pengalaman ini. Fasilitator

mengambil suhu emosional kelompok dengan memeriksa

bagaimana para peserta merasa sekarang.38

d. Skill Forensic social worker

Skil yang dibutuhkan forensic socisl worker, Keterampilan

dibutuhkan untuk Pekerjaan Sosial Forensik dengan banyak

37 Ibid.,Hlm.570.
38 Ibid.,hlm.571.
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lembaga dan organisasi di mana pekerja sosial bekerja yang

membutuhkan pekerjaan sosial forensik kolaborasi. Sangat penting

bahwa pekerja sosial memahami pentingnya hubungan yang

kolaborasi dalam praktek mereka untuk melayani terbaik klien,

termasuk hak klien untuk menentukan nasib sendiri dan martabat

mereka dan layak sebagai orang. Keterampilan berikut ini sangat

penting untuk pekerja sosial bekerja dengan dalam sistem

peradilan39

1. Negosiasi

Hubungan klinis antara pekerja sosial dan klien dapat terjadi

pertentangan karena sifat permusuhan dari sistem peradilan.

Seperti empati, kehangatan, dan ketulusan, yang merupakan

komponen penting dari hubungan tersebut. Tanggung jawab

pekerjasosial menjadi lebih kompleks ketika klien berhak untuk

menentukan nasib sendiri dan persetujuannya diabaikan oleh

berbagai pihak. Ketika mempertimbangkan martabat dan nilai

seseorang, kode etik NASW menunjukkan pekerja sosial

berkewajiban mempromosikan penentuan nasib klien bertanggung

jawab secara sosial klien. Peran pekerja sosial untuk melayani klien

sebagai seorang negosiator atas nama klien, selalu mengingat dua

kepenting, kepentingan klien dan kepentingan masyarakat yang

39 Tina Masichi dkk,” Forensic social work: psychosocial and legal issues in diverse
practice settings (Newyork: Springer Publishing Company, 2009). hal 55
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lebih luas, sementara menjaga nilai-nilai pekerjaan sosial dan

prinsip-prinsip etika dalam pikiran.40

2. Sharing Power

Pekerja sosial mengembangkan kekuatan bersama dalam

kemitraan dengan klien, membantu mereka untuk menumbuhkan

rasa yang lebih besar dari kekuatan pribadi untuk berpartisipasi

dalam, kontrol saham, dan pengaruh peristiwa yang mempengaruhi

kehidupan mereka. Hal ini penting bagi pekerja sosial forensik

kolaboratif untuk memahami makna kekuasaan dalam hubungan.

Terutama hubungan antara klien, pekerja sosial forensik

kolaboratif, dan sistem hukum. Kewenangan sistem hukum yang

terjadi sebagai akibat dari pelanggaran, sedangkan klien

menjalankan kewenangan itu. Pekerja sosial forensik kolaboratif

membantu klien menjalani sistem hukum saat memenuhi

kewenangan sistem hukum.41

3. Role Awakness atau Kesadaran Peran

Pentingnya untuk memiliki pemahaman yang  jelas tentang

peran seseorang sebagai pekerja sosial, terutama jika pekerja sosial

bukan merupakan karyawan dari sistem hukum, tetapi sumber

bantuan untuk klien yang dirujuk oleh sistem hukum. Ada banyak

tantangan untuk mempertahankan aliansi ilmu pemeriksaan dan

pengobatan dalam pengaturan forensik, karena, seperti disebutkan

40 Ibid., Hlm.55.
41 Ibid., Hlm.55.
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sebelumnya, pekerja sosial tidak dapat menawarkan klien

kepercayaan yang sama kepada non klien. Peran sebagai pekerja

sosial ada dua yaitu klien  dan rekan pekerja sosial. Ketika

terlibat dengan klien dan Sistem hukum memahami bahwa pekerja

sosial adalah seorang advokat untuk hak asasi manusia dari klien,

dengan tujuan dari hubungan yang sukses antara klien dan sistem

hukum, semua akan berjalan baik dalam memenuhi peran pekerja

sosial. Salah satu komponen  penting dari hubungan kolaboratif ini

adalah kebutuhan bagi semua pemangku kepentingan untuk

memhami implikasi hukum dari hubungan mereka dengan klien.42

4. Adapting and Maintaining a Strengths Based Perspective

Studi menunjukkan bahwa karakteristik bawaan seseorang

memiliki peran paling penting dalam perubahan perilaku yang

efektif. Sayangnya, sistem peradilan pidana cenderung lebih

terfokus pada penyebabnya, yang mengakibatkan hilangnya

kesempatan untuk membuat perubahan perilaku yang lebih besar.

Pentingnya keterampila ketika bekerja dengan klien adalah dengan

menggunakan fokus berdasarkan kekuatan klien. dengan

menggunakan prespektif berbasis kekuatan pekerja sosial

mengasumsikan kompetensi klien  karena itu untuk meratakan

hubungan kekuasaan antara pekerja sosial dan klien. Prespektif

berbasis kekuatan meningkatkan kemungkinan membebaskan

42 Ibid., Hlm.56.
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orang dari stigma klasifikasi diagnostik, seperti ”penjahat"

atau”pecandu" yang mempromosikan penyakit dan kelemahan dan

mengembangkan pandangan positif pribadi dengan

memberdayakan diri seseorang. Ketika tujuan klien, dan kekuatan

pribadi seseorang telah diidentifikasi, pekerja sosial forensik dapat

mendukung klien dalam menggunakan/nya kekuatannya untuk

kemajuan.43

5. Memberdayakan klien

Keterlibatan dalam sistem keadilan sosial akan mempengaruhi

rasa individu dari kekuatan pribadi, terutama jika keterlibatan

menghasilkan kewajiban dan/ penahanan. Apakah pekerja sosial

digunakan sebagai bagian dari sistem hukum (misalnya, sebagai

pekerja layanan perlindungan anak), klien dapat menggunakan

mekanisme pertahanan, seperti proyeksi untuk mengklaim bahwa

sistem kerja mereka sengaja membuat sulit dengan persyaratan dan

monitoring. Meskipun penting untuk mengenali bagaimana

hilangnya otonomi menciptakan rasa ketidakberdayaan untuk klien,

juga penting untuk tidak membiarkan mekanisme pertahanan untuk

membutakan klien dari pemahaman bahwa konsekuensi ini adalah

hasil dari/perilakunya sendiri. Memungkinkan klien untuk terus

menyalahkan untuknya atau kesengsaraan hanya akan berfungsi

untuk mengabadikan perasaan ketidakberdayaan dan menjadi

43 Ibid., Hlm.56.
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korban sistem hukum. Untuk memajukan rasa kekuatan pribadi

dengan klien, penting untuk mengenali kekuatan dan perilaku

klien. Hal ini tidak berarti bahwa klien harus dihadapkan dengan

cara menyalahkan, tapi klien harus dibantu untuk memahami dan

menerima bahwa mereka terlibat sebagai akibat dari tindakan

mereka, dan akan memungkinkan mereka untuk akhirnya

mengakhiri hubungan mereka.44

6. Advokasi

Menandatangani formulir persetujuan dapat dianggap sebagai

jenis paksaan dalam pengaturan peradilan pidana. Penolakan untuk

menandatangani formulir tersebut dapat menyebabkan mereka

percaya bahwa mereka akan dipandang negatif oleh orang seperti

malpraktik yang menempatkan pada keterbatasan informasi apa

yang dapat diungkapkan kepada mereka tentang klien. Sangat

penting bahwa pekerja sosial berfungsi sebagai advokat untuk klien

dalam situasi ini karena klien tidak memiliki kekuatan yang sama

dalam hubungan dan mungkin merasa tidak berdaya untuk

membela diri. Pekerja sosial tidak dapat meminta klien untuk

menngungkapkan informasi rahasia klien. Pekerja sosial dapat

menolak untuk berpartisipasi jika pekerja sosial merasa bahwa itu

tidak dalam kepentingan terbaik dari klien.45

44 Ibid., Hlm.57.
45 Ibid., Hlm.57.
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7. Berkomunikasi

Komunikasi penting untuk kolaborasi. Kurang

berkomunikasi adalah tantangan  karena perbedaan dalam

pelatihan profesional di seluruh disiplin ilmu mungkin baru

menjadi sumber konflik. Penting bagi pekerja sosial forensik

berkolaborasi untuk menyadari bahwa profesional lainnya mungkin

tidak terlatih dalam perspektif berbasis kekuatan, dan mungkin

sering frustrasi oleh tingkat substansial residivisme klien. Individu

yang secara pribadi bertanggung jawab atas keterlibatan klien

dengan sistem peradilan, seperti layanan perlindungan anak dan

masa percobaan/ pekerja yang menjamin kebebasan bersyarat,

umumnya bekerja terlalu banyak dalam kasus realistis yang tidak

mungkin bisa mengizinkan mereka untuk terlibat lebih pribadi

terhadap hidup klien mereka  dalam waktu yang diperlukan.46

2 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai

tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah

menjalani pidana.47

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi

46 Ibid., Hlm.57.

47 Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak pasal 1 ayat
1
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anak, penghargaan terhadap pendapat anak,  kelangsungan hidup dan

tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak,

proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai

upaya terakhir, penghindaran pembalasan.48

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan

Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan

lain dalam Undang-Undang ini,  persidangan Anak yang dilakukan

oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum,  pembinaan,

pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses

pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau

tindakan.  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana

dimaksud  wajib diupayakan Diversi.49

3. Konsep Diversi

Diversi merupakan proses melimpahkan anak pelaku tindak

pidana dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti

mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah

negara maupun non pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk

menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak.

48 Ibid. pasal 2.
49 Undang undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 5.
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Diversi dilakukan oleh petugas dengan melakukan kewenangan yang

disebut diskresi.50

Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang

dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun,

dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau recidive.51

Tujuan dari Diversi ialah:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan anaak;

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada diri Anak.52

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan

melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang

tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial

Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.53

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang

terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis

maupun teoritis.54 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi

kasus yaitu penelitian yang bertujuan mengambarkan suatu gejala, fakta

50 Setya Wahyudi, Diversi pada sistem peradilan anak (Yogyakarta:genta Publising,
2011), hlm. 8.

51 Peraturan pemerintah nomer 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi  pasal
3

52 Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 6.
53 Ibid., pasal 8.
54 J.R.Raco, metode penelitian kualitatif (Jakarta:gramedia, 2010), hlm.5.
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atau realita, mencari lebih dalam tentang suatu kasus,mencari keterangan

atas aspek-aspek atau argumentasi sebab akibat, menangkap arti yang

terdalam dari suatu kasus.55

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan

metode ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan forensic social

worker pada proses diversi pada sistem peradilan anak. Penelitian

kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah

dan lebih menekankan pada proses dari pada hasil.56

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu, benda, atau organisme yang

dijadikan sumber informasi untuk memperoleh data penelitian57

Dalam menentukan subjek penelitian ini, penulis telah memilih

beberapa subjek yang telah cukup lama berpartisipasi dalam kegiatan

yang menjadi kajian penelitian, terlibat penuh dalam kegiatan yang

menjadi kajian penelitian kemudian memiliki waktu yang cukup untuk

dimintai informasi yaitu pekerja sosial.58 Dalam penelitian ini, yang

menjadi subjek penelitian ini adalah enam pekerja sosial di kabupaten

Sleman.

55 Ibid., hlm. 50.
56 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.22.
57 Lexi J. Moleong, metodelogi penelitian kualitatif edisi revisi (Bandung:Remaja

Rosdakarya,2012) hlm. 3.
58 Ibid., hlm. 188.



26

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil temuan data yang

penulis peroleh dari lapangan dengan mendiskripsikan pekerja sosial

yang ada di kabupaten Sleman mereka adalah:

1. Informan pertama

Heri Susanto merupakan keoordinator pekerja sosial di

Kabupaten Sleman, lulusan S1 Sociatri APMD. Kemampuan

beliau dalam menangani berbagai kasus sudah tidak bisa diragukan

lagi, karena  sudah menangani berbagai macam kasus anak.

2. Informan kedua

Idan Ramdhani merupakan anggota pekerja sosial

kabupaten Sleman. Lulusan UIN Sunan Kalijaga jurusan PMI

pengalamannya dalam menangani kasus anak sudah cukup banyak.

3. Informan ketiga

Endang Juliani merupakan anggota pekerja sosial di

kabupaten sleman, lulusan UIN Sunan Kalijaga jurusan Ilmu

Kesejahteraan Sosial. Selain Sebagai pekerja sosial di Kabupaten

Sleman, informan ini juga sebagai Supervisior praktik pekerja

sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

4. Informan keempat

Subaidi merupakan amggota pekerja sosial di kabupaten

Sleman. Lulusan UIN Sunan Kalijaga. Dalam menanggani kasus

anak sudah berpengalaman.

5. Informan kelima
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Drs.Sutoyo. Bapak Sutoyo merupakan kepala pekerja

sosial di  Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

Bapak Drs. Sutoyo menjadi pekerja sosial lebih dari 25 tahun,

berbagai permasalahan anak telah di tangani olehnya.

6. Informan keenam

Bapak Sihanta atau yang sering di panggil pak Hanta,

merupakan pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi

Sosial Remaja. Pak Hanta sudah berkecimpung dalam masalah

anak sudah lebih dari 20 tahun.

7. Informan ketujuh

Bapak Eko Mei Purwanto merupakan perwira polisi yang

menangani kriminalitas yang berdinas di Polres Sleman. Pak Eko

Mei kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA).

8. Informan kedelapan

Informan AWS  adalah salah satu anak pelaku dengan

kasus 303 KUHP atau perjudian. AWS lahir di Sleman 16 tahun

yang lalu, dan saat ini tidak sekolah.

9. Informan ke sembilan

ER merupakan anak korban tindak pidana yang dilakukan

oleh teman-teman sekolahnya. ER seorang pelajar di SMP Negri di

Sleman.
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10. Informan Erik

Bapak Erik adalah orang tua ER. Beliau seorang

pengusaha.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data melalui

pengamatan,untuk memperoleh gambaran yang ada dilapangan

dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, inretaksi interpersonal,

dan lain sebagainya.59 Penelitian ini menggunakan observasi

partisipatif, teknik pengumpulan data dengan mengharuskan

peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti

agar dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada60

Observasi dilakukan di tepat-tempat untuk proses diversi

Polres Sleman, Pengadilan Negri Sleman. Dalam penelitian ini

peneliti mengikuti dan mengamati kegiatan atau tindakan yang

diambil pekerja social dalam proses diversi, dari dimulainya

diversi hinga putusan dari penggadilan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai upaya untuk memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab61.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara  berstruktur,

59 J.R Raco Metode Penelitian Kualitalif, hlm 110.
60 M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif

(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014), hlm. 166.
61 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press,

2001), hlm. 133.
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dengan wawancara terstruktur pertanyaan-pertanyaan yang akan

diajukan dirumuskan terlebih dalulu sehingga persoalaan telah

didefinisikan oleh peneliti sebelum wawancara62. Oleh karena itu

dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan

instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Wawancara dilakukan kepada enam pekerja social yang menangani

diversi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai catatan yang tertulis

yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu baik yang

dipersiapkan maupun tidak dalam suatu penelitian.63 Dengan

teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi

secara maksimal, yang dapat menggambarkan kondisi subyek atau

obyek yang akan diteliti. Dalam dokumentasi peneliti mencatat dan

mengambil gambar tindakan yang dilakukan pekerja sosial dalam

diversi.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis deskriptif kualitatif, merupakan penyajian data dalam bentuk

narasi deskriptif yang terformat dan menerangkan apa adanya sesuai

dengan data yang diperoleh dari penelitian.64 Teknik penelitian data

yang digunakan didalam penelitian ini mengacu pada konsep Matthew

62 M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 182.
63 Ibid., hlm.199.
64 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 126.



30

B. Miles dan A. Michael Huberman yang diterjemahkan oleh Tjtjep

Rohendi yaitu:65

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilahan,

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis

dilapangan. Proses reduksi data, berlangsung selama terus menerus

selama penelitian.66

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informan

tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian yang lazim

digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah bentuk teks narasi.

b. Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan/ verifikasi adalah kegiatan yang

bersangkutan dengan data penelitian. Tujuan penarikan kesimpulan

ini adalah untuk menggambarkan maksud dari adanya data yang

disajikan. Kegiatan ini akan memudahkan untuk memahami hasil

penyajian data lapangan.67

c. Metode Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triaggulasi sebagai teknik untuk

mengecek keabsahan data. Triagulasi merupakan pengecekan data

65 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif Terj. Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI
Press, 2007), hlm. 16

66 Ibid., hlm.17
67 Ibid., hlm.18.
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yang dilakukan dengan cara data yang diperoleh dicek kembali

pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek

dengan sumber informasi yang berbeda. Tekhnik ini  memeriksa

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, data tersebut untuk

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu68

Mencocokan hasil wawancara informan dengan informan lainnya.

Sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan. Dengan melakukan

pengecekan dengan anak dan kepolisian dalam hal pengecekan

data yang diperoleh dari pekerja sosial.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bagian, yaitu:

Bab Pertama merupakan bagian yang paling awal yang membahas

mengenai landasan penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah

pustaka, landasan teori dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai gambaran proses kriminalitas di kabupaten sleman.

Bab Ketiga membahas peran-peran pekerja social forensic dalam proses

diversi pada system peradilan anak.

Bab empat yaitu penutup, dalam bab ini membahas kesimpulan dari

penelitian ini.

68 M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, hlm.319.
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BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Di Indonesia tidak mengenal Forensic social worker

padahal sebenarnya beberapa pekerjaan yang dilakukan Forensic

social worker muncul pada pekerja sosial koreksional, Sakti

peksos, dan pekerja sosial di balai penitipan anak yang berhadapan

dengan hukum.

Peran mereka dapat dibedakan dari penanganan kasus

dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Di Kabupaten

Sleman Pekerja sosial penanganan anak korban dilakukan pekerja

sosial kabupaten atau biasa di sebut Sakti peksos, dalam

menangani anak korban Sakti Peksos berperan sebagai saksi ahli,

memfasilitasi korban, mendidik dan menguatkan.

Penanganan yang kedua dilakukan oleh pekerja sosial Balai

Perlindungan dan Rehabilitasi dimana anak pelaku dititipkan.

Peran yang dilakukan pekerja sosial di Balai Perlindungan dan

Rehabilitasi berperan sama dengan Sakti peksos seperti saksi ahli,

memfasilitasi, mendidik dan menguatkan.

Peran forensic social worker dalam kaitannya dengan

proses diversi ialah berperan sebagai saksi ahli, dalam peran saksi

ahli pekerja sosial melakukan penelitian tentang anak dimana hasil

dari penelitian tersebut berguna uantuk kesaksian didepan penegak

hukum. Peran mendidik pekerja sosial memberikan gambaran

pengasuhan anak dan hak hak anak sehingga orangtua anak dapat

memahami letak ketidak tepatan mereka dalam mengasuh anak hal

ini sangat diperlukan. Peran sebagai fasilitator dimana pekerja

sosial mendampingi anak mulai tahap penyidikan hingga

putusan.peran selanjutnya ialah peran menguatkan dimana pekerja

sosial memberikan penguatan dengan memberikan suport serta

motivasi.
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B. SARAN –SARAN

Di indonesia pengembangan profesi pekerja sosial lebih

dikembangkan sehingga profesi sesuai bidang keahlian sehingga

dapat berperan maksimal sesuai dengan yang diharapkan, sehingga

dalam pelaksanaannya dapat tanggap dengan cepat.

Dalam proses diversi terdapat pihak-pihak yang harus ada

dalam proses ini diantaranya, aparat penegak hukum, bapas,

pekerja sosial, anak, korban, orang tua serta wali masyarakat.

Diversi memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait agar

proses diversi dapat berjalan tanpa hambatan, saling menghormati

dang tenggang rasa sangant dibutuhkan dalam proses ini, Intansi –

intansi pemerintah yang terkait dalam hal ini seharusnya

mendukung serta menghargai poses ini.
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Wawancara dengan bapak Drs. Sutoyo

Diversi di pengadilan
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